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'PERATUR.AN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
’NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANIQASI DAN TATA KERJA BADAN, PENANGGULANGAN BEPCANA DALRAH

KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun.2007 tentang Penanggulangan

Bencana ditegaskan dan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008
tentang Baden Nasional Penanggulangan Bencana bahwa untuk melaksanakan tugas

" penanggulangan bencana di daerah baik Propinsi maupun Kabupaten /Kota dibentuk

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya d'sebut BPBD yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

. bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Notor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan
tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan p:srundang-undangan dan tugas
pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dap.at membenuuk lembaga lainnya
sebagai bagian dari perangkat daerah; :

bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b naka perlu
membentuk Organisasi dan Tata kefja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang
penetapannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Si rnalungun '

. Undang-Undang Nomor 7 Drt, Tahun 1956 tentanq Pembentukan Daerah daerah

Otonom Kabupaten-kabupaten dalam LingkunganPropinsi Sumatera Utara (Lembaf an

_ Negara Republik Indonesia Tahun 1856 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 1092);

.~ Undang-Undang Nomor & Tahun 1374 tentang Pokok—pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah ‘diubah dengan Undang- Undang

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawalan (Lembaran Negara Republi Irdonesia Tahun' 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoar 3890);
Undang-Unrdang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembalan ‘Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4286); e

Undang-Undang Nomor 1 Tahun- 2004 tentang Perbendaharaar Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan L embaran Negara
Republik indonesia Nomor 4355); - :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang ‘Pembentukan Feraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ‘Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4389); .
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang: ‘Pemeriksazn Pengelolaan dan

- Tanggung Jawab' Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik {1donesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Urdang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844); '

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ferimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan’ Pemenntah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
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Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
4438); .

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahar. ‘Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4{23)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1388 tentang Koordinasi keglatan Vertikal di

‘Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4095); :

Peraturan Pemerintah- Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016); -

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesra Nomer 4124);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesra
Nomo 4263 );

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubhk

‘Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembz ran Negard Republik Indonesia

Nomor 4593) J

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang F’embagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737); *

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun' 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 ‘Nomor 89, Tambahan Lembaran

* Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18.

Peraturan  Pemerintah - Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); .

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentarg Pendanaan dan Pengelolaan
Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun- 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesta Nomor 4829);

Peraturan Daerah Kabupaten Slmalungun Nomor 16- Tahun 2008 tentang- Urusan
Pemerintahian Wajib dan Pilihan Kabupaten Slmalungun (Lembardn Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 seri ‘D" Nomor 15); -

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun
Nomor 18).

Dengan Persetu ]uan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
~ dan
* BUPATI SIMALUNGUN -
'MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG . ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
F’ENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
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BABI .
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

" Dalam Peraturan Daerah ini yang dmaksud den gan:.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajlban daerah otonom untuk ﬂengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan mas /arakat setempat sesuai-dengan
peraturan perundang-undangan;

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus
pemenntahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Repubhk Indonesic

Daerah adalah Kabupaten Simalungun; :
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagal unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

Pemerintahan *Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan  Kabupaten
Simalungun oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakifan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

- prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dlmaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Bupati adalah Bupati Simalungun; :
Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam

‘penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretarial Daerah, Sekretariat
. DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

Sekretariat Daerah adalah, Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Si malungun;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Simalungun yang merupakan Lembaga  Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat DPRD;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Dagrah
Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten Simalungun;

Kepala Badan adalah® Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten
Simalungun. . -

Kepala Pelaksana adalah unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah;

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancem dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau

faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologs;

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa
alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunamx gunung meletus, banjlr kekeringan, angin

 topan dan tanah longsor; -

Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkanan peristiwa
non-alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah
penyakit; :

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh penstlwa atau serangkaian peristiwa
yang diakibatkan oleh manusia yang mellpuu konflik sosial antar kelompok atau antar-
komunitas masyarakat dan teror; o

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah sérangkaian upaya yang mehputl
penetapan kebijakan pembangunan yang ben31ko tlmbulnya bencana, kegiatan pencegahan
bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;

Kegiatan-pencagahan bencana adalah serangkal an keglatan yang dllakukan sebaga| upaya
untuk menghilangkan dan/atau mengurangu ancaman bencana; -

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatn yang dilakukan untuk mengantisrpasi bencana
melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
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Penngat'an dini adalah serangkaian kegiatan pemberian -peringatan sesegera mungkin
kepada masyarakat tentang kemungklnan terjadinya benuana pada’ suatu tempat oleh
lembaga yang berwenang;

Tanggap darurat bencana adalah serangkalan keglatan yanq dilakukan dengan segera pada
saat kejadian bencana untuk mepangani dampak buruk yang diimbulkan, meliputi kegiatan
penyelamatan dan evakuasi T(oman harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana;

Rehabilitasi adalah perbaikan dan :pemulihan semua aspek pelayanan publk atau
masyarakat sampai tingkat yang utama untuk normalisasi atau berjalannya secara waiar
semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencang;
Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan
pada wilayah pasca bencana; baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan
sasaran Utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya,
tegalnya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakal dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana; ' :

Ancaman bencana adalah suatu ke}adlan atau peristiwa yang bisa memmbulkan bencana;

Rawan bencana adalah kondisi atau karaktenstlk geologi,” biologs, hlorologls klimatologis,
geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi-dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka
waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan
mengurangi kemampuan untuk menanggapl dampak buruk ‘)ahaya tertentu;

Pemulihan adalah serangkaian keglatan untuk mengembialikan kond131 masyarakat dan
lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan,
prasarana dan sarana dengan ‘melakukan upaya rehabilitas; :
Pencegahan bencana adalah serangkaian kegratan yang culakukan urituk mengurangi atau
menghllangkan risko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun
kerentanan pihak yang terancam benqana _ .

Risiko bencana adalah. potensn keruglan yang diimbulkan akibat bencana pada suatu
wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jwa terancam,
hilangnya rasa aman, mengungsn kerusakan atau kehilangan harta den gangguan kegiatan
masyarakat; A

Bantuan darurat bencana adalah upaya membenkan bantuan untuk tnemenuhi kebutuhan
tlasar pada suatu keadaan darurat;

Logistik adalah upaya mengatur dan mengontrol arus. baraqg, energl mformaSI dan sumber
daya lainnya seperti produk jasa dan sumber produksi;

Status keadaain darurat bencana adalah wiatu keadaan yang dltetapkan oleh pemerintah
untuk jangka waktu tertentu atas dasar rpkomendasn Badan yang dlben tugas untuk

‘menanggulangi bencana; -

Pengungsi adalah suatu atay kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat
tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai ak:bat dampak buruk bencana;

. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resko bencana, baik melalui

pembangunan fiskk, maupun penyadaran dan pemngkatan kemampuan menghadap:
ancaman bencana;

Instansilembaga terkalt adalah lnstanSI/lembaga yang ferkalt denuan penanggulangan
bencana;

Profesional adalah seseorang yang dtpercaya memiliki kemampuan khusus  untuk
melakukan suatu bidang kerja dengan_hasil kualitas yang: ti nggu berdasarkan pengalaman
dan pengetahuannya tentang objek pekerjaan tersebut;

Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural,

Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan 1abatan fungsional yang terdiri dari tenaga-
tenaga yang memiliki keahlian -dan/atau keterampllan terientu yang ienis dan tugas serta

~personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupatl sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.




. BABNl
PEMBENTUKAN
.' Pasal2 -

‘Dengan Pefaturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

S BABII -
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

‘Bagian Kesatu
Kedudukan Tugas dan Fungs' _

- Pasal3

(1) BPBD adalah Unsur Pelaksana: Penanggulangan Bencana yang dip'r.ipi‘n seorang kepala
pelaksana yang membantu kepala: badan penanggulangan bencana daerah dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur-unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

(2) BPBD adalah Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh Kepala Badan yang secara Ex-
Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati;

(3) BPBD mempunyai tugas membantu dan memberikan dukungan tekms admrnistratif dan
operasional kepada Kepala BPBD di bidang Kesekretariatan, Pencegahan dan
Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Restrukturisasi.

(4) Untuk melaksanakan tugas ' sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas Badan
Penanggulangan- Bencana Daerah, mempunyal fungsi:

a. Perumusan dan Penetapan Kebuakan penanggulangan dan penangaran pengungsi
_dengan bertindak cepat-tepat, efektif dan efisien;

b. Pengkoordmasnan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencang,
~ ferpadu dan menyeluruh; . :

c. Pemantauan dan mengevaluaSI penyelenggaraan pendnggulangan bencana daerah

d. - Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan ekstemal;
Pelaksanaan tugas hin yang dlbenkan oleh kep'ala badan sesuai dengan tugas dan
fungsmya

Bagian Kedua
Organisasi
* Pasal4

(1) Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdm dari:
a. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
a. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program. :
- b. Bidang Pencegah an dan Kesnapsmgaan terdiri dan
1. Sub Bidang Pencegahan S
2. Sub Bidang Kesi apsnagaan
c. Bidang Kedaruratan dan Loglstlk terdiri d ari:
1. Sub Bidang Prabencana dan Pascabencana;
2. Sub Bidang Penanganan Pengungsi ::dan Pendistribusian.
d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
1. -Sub Bidang Rehabilitas; :
2. Sub Bidang Rekonstruk3| dan Hubungan Antar Lembaga.

10.
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e. Unit Pelaksana Tekms Badan
f Kelompok Jabatan Fungsnonal
{2) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten adalah
sebagalmana pada lampiran 1 dan merupakan bagian fidak terplsahkan dari - Peraturan
Daerah inj;
(3) Rincian tugas, fungsi dan. uralan tugas Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
(4) Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagal Unsur Pengarah
akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
(6) Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. -

" BABNV
TATAKERJA

Pasal5

(1) Dalam melaksanakan’tugasnya setiap pimpinan / pejabat di lingkungan BPBD Kabupaten -
‘ wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi bak dalam
_lingkungan masing-masing maupun antar unit organlsaSI di lingkungen BPBD Kabupaten,
serta dengan instansi lain diluar BPBD Kabupaten sesuai kewenangan dan bidang- tugasnya
-masing-masing secara barjenjang,

(2) Setiap plmplnan/ pejabat di Ilngkungan BPBD Kabupaten secara beljenjang bertanggung
jawab memimpin dan mengkoordmasnkan bawahannya masing-iesing memben kan
pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya; :

(3) Setiap pimpi nan/pejabat dilingkunga™n BPBD Kabupaten ‘wajb menyi kuh dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masmg -masing dan menyampaikan faporan
~ berkala tepat waktunya; L

(4) Sefiap pimpinan /pejabat dilingkungan BPBD Kabupaten wajb melal\sanakan pembinaan
dan pengawasan terhadapan bawahannya; = . :

- (5) Seliap laporan yang diterima wajib dlolah dan dlpergunakan sebagai bahan dalam
melaksanakan tugas.
BABV
ESELONISASI
" Pasal 6

(1) Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Slmalungun
merupakan jabatan struktural eselon |1.b;:

(2) Sekretaris dan Kepala * Bidang Badan Penanggu!angan Bencana Daerah Kabupaten'
- Simalungun merupakan jabatan struktural eselon liLb;

* (3) Kepala Sub Bagian ‘dan- Kepala Sub Bidang : Badan Penanggulanoan Bencana Daerah

~Kabupaten Si malungun merupakan jabatan struktural eselon Va.

.-!
i
X

. BABVI
KEPEGAWAIAN
{ Pasal?!

(1) Pengisian Jabatan Unsur Pelaksana 'éyatf(1) Pasal 4 beras_al' dari Pegawai Negeri Sipil yang
- memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian , pengalaman, keterampilan dan integritas -
- yang dibutuhkan dalam penanganan bencana; o . ‘

1.




* (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat strukthal eselon Il dilakukan oleh Bupati éetelah
melalui pembahasan BAPERJAKAT dan mendapat persetujuan rekomendasi tertulis dari
Gubemnur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural eselon 11l dan Eselon IV.dilakukan oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten setelah melalui pembahasan BAPERJAKAT, dikonsultasikan
dan mendapat persetujuan dari BUpah sesuan dengan ketentuan perundang- undangan yang
berfaku; _

. BABWI
 KETENTUAN PERALHAN

Pasal8

(1) Dengan dltetapkanya Peraturan Daerah ini segala ketentuan peraturan yang bertentangan
dengan peraturan ini dmyatakan tidak berlaku lagi;

(2) Dengan berubahnya ketentuan Peraturan perundang- undangan yang berlaku yang'
mengatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah ~akan dllakukan Penyesualan _
sebagaimana mestinya. S

: Pas'al9" ’
(1) Hal hai yang belum diatur dalam Peraturam Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

(2) Peraturan Daerah i lm mulal berlaku sejak tanggal diundangkannya. '

‘ Agar sefiap orang dapat menaetahumya memenntahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun

Dltetapkan di - Pamatang Raya
@l 4 Qud 2010

ATI SIMALUNGUN,

12.
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